WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA MILIK PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa dana non kapitasi program Jaminan Kesehatan Nasional
. pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
. (FKTP) dimanfaatkan untuk pelayanan Penunjang Prolanis,
Pelayanan Skrining kesehatan, Jasa Kebidanan, Neonatal dan
KB, Protesa gigi, Pelayanan Rujukan dan Pembiayaan kegiatan

Kelompok Prolanis;

b. bahwa dalam rangka tertib administarasi pengelolaan
keuangan Daerah terkait dengan pembayaran dana non
kapitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
Milik Pemerintah Daerah dipandang perlu diatur Petunjuk
Teknis Pengelolaan Dana Non Kapitasi Program Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Milik Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe;

c. bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang

Lhokseumawe dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota

. Lhokseumawe tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Tahun 2022;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan
Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Kota Lhokseumawe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4109);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);




10.

11.

¥2.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang
Pemberlakuan secara efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem
Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 193);

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 125);




Menetapkan
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Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun
2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif
Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan
Kesehatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang
Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 936);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya
Operasional Fasilitas Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilita Kesehatan
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);

MEMUTUSKAN:

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KOTA
LHOKSEUMAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

gt 1.5

Daerah adalah Kota Lhokseumawe.

Kota adalah Kota Lhokseumawe.

Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah
Kota adalah wunsur penyelenggara Pemerintahan Kota
Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan
Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Walikota adalah
Walikota Lhokseumawe.

Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe.
Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota
Lhokseumawe.
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(1)

(2)

(3)

Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN
adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan kesehatan
yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran
atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya
kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih
mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah
kerjanya.

Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
digunakan untuk menyelenggrakan upaya pelayanan
kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif
maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah,
pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
yang selanjutnya disebut FKTP adalah fasilitas kesehatan milik
Pemerintah Kota Lhokseumawe yang melakukan pelayanan
kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk
keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan,
dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang
selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum
vang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan
Kesehatan.

Dana Non Kapitasi adalah dana yang dibayarkan oleh BPJS
kesehatan kepada FKTP setelah Pengajuan Klaim atau
Pelayanan Penunjang Prolanis, Pelayanan Skrining kesehatan,
Jasa Kebidanan, Neonatal dan KB, Protesa gigi, Pelayanan
Rujukan dan Pembiayaan kegiatan Kelompok Prolanis.
Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan
kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka
observasi, diagnosis, Perawatan, Pengobatan, dan /atau
Pelayanan kesehatan Lainnya.

Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS
kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang
diberikan.

BAB 11
PENCAIRAN DANA

Pasal 2

BPJS Kesehatan melakukan Pembayaran atas Pelayanan
Penunjang Prolanis, Pelayanan Skrining kesehatan, Jasa
Kebidanan, Neonatal dan KB, Protesa gigi, Pelayanan Rujukan
dan Pembiayaan kegiatan Kelompok Prolanis setelah FKTP
mengajukan Klaim.

Dana Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) seluruhnya disetor ke rekening non Kapitasi di masing-
masing FKTP.

Pencairan dana dilakukan sesuai mekanisme pengelolaan
Anggaran dan Belanja Kota Lhokseumawe




Pasal 3

Tarif Pelayanan yang digunakan untuk pengajuan klaim
berdasarkan tarif pelayanan kesehatan

Pasal 4

Semua Klaim yang diajukan ke BPJS Pembayaran dilakukan
melalui Rekening Non Kapitasi Puskesmas

BAB 111
PEMANFAATAN DANA

Pasal 5

(1) Pemanfaatan Dana Non Kapitasi pada Rawat Jalan Tingkat
Pertama (RJTP) untuk:
a. pelayanan penunjang prolanis:;
b. pelayanan skrining kesehatan;
c. jasa kebidanan, neonatal dan KB; dan
d. ambulance.

(2) Pembiayaan Kegiatan Kelompok Prolanis, meliputi:
a. edukasi kesehatan prolanis
b. aktifitas fisik prolanis

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku, sejak tanggal diundangkan
dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Lhokseumawe.

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal




